
"Saya baru saja disampai-
kan oleh penyidik bahwa saat
ini sedang terjadi pergeseran
kendaraan milik saudara Y ke
Rupbasan KPK," kata Juru
Bicara KPK Tessa Mahar-
dhika saat dikonfirmasi di
Jakarta, Selasa (4/3).

Kesebelas  mobil sitaan dari
rumah Yapto Soerjosoemarno
yang dibawa ke Rupbasan
KPK di antaranya Jeep

Gladiator Rubicon, Land Rover
Defender 90SE 2.0AT, Suzuki
6G5VX(4X4) A/T, Toyota Land
Cruiser 2000 VXR 4X4 AT,
Mitsubishi Coldis, Mercedes
Benz G300 CDI Cargo AT.
Kemudian Toyota Land
Cruiser 70 Troop Carrier,
Toyota Hilux 4.0 Double Cabin,
Toyota Hilux 4.0 Double Cabin,
Toyota Land Cruiser 70 4.5
Troop Carrier, dan Toyota Hilux
4.0 Double Cabin.

KPK saat ini juga sedang
menyidik perkara dugaan
gratifikasi dan tindak pidana
pencucian uang (TPPU) de-
ngan tersangka Bupati Kutai
Kartanegara periode
2010ñ2015 Rita Widyasari
(RW). Dalam penyidikan
tersebut, KPK menyita 91 unit
kendaraan dan berbagai ben-

da bernilai ekonomis lainnya.
Penyidik KPK juga menyita

lima bidang tanah dengan lu-
as total mencapai ribuan me-
ter persegi dan 30 jam tangan
mewah dari berbagai merek.
Sebagian besar barang sitaan
tersebut saat ini dititipkan di
Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan)
KPK di Cawang, Jakarta
Timur, dan juga di beberapa
tempat lain di Samarinda,
Kalimantan Timur, dalam
rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga
akan ditelusuri asal-usulnya se-
bagai bagian dari penyidikan
dan melalui proses pengadilan
akan dirampas untuk negara
dalam rangka asset recovery
atau pemulihan kerugian ke-
uangan negara.       (Ant/Has)-f

Saat ini, sedikitnya 31
orang telah dimintai keterang-
an sebagai saksi dalam ka-
sus tersebut. Pada
November 2024, SPRM telah
mengeluarkan pemberi-
tahuan agar Sabri dan se-
orang individu lainnya untuk
melaporkan harta kekayaan
mereka.

Menurut Azam, Sabri telah
menyerahkan laporan harta
kekayaannya pada 10
Februari dan dia dimintai ke-
terangan oleh SPRM pada
19 Februari. SPRM akan me-
minta keterangan lagi dari
Sabri pada Rabu (5/3) dan
memanggil sekitar 10 saksi
lain hingga dua pekan men-
datang.

SPRM telah membekukan
rekening bank berisi 2 juta
ringgit yang diduga berkaitan
dengan kasus tersebut.
Namun, SPRM tidak mem-
bekukan rekening bank milik
Sabri saat ini karena masih
melakukan pemeriksaan.
Ismail Sabri Yaakob menjabat
sebagai PM pada 2021-
2022, menggantikan Muh-
yiddin Yassin yang mengun-
durkan diri.                     (Ant)-f

mulai terasa di triwulan III tahun 2024 sebesar
4,95 persen yang jauh lebih rendah dari perio-
de sebelumnya 5,17 persen. Belum lagi nasib
golongan menengah yang semakin terjepit
dan terkikis menjadi 17,13 persen di tahun
2024. Artinya 9,48 juta orang mengalami
penurunan status ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditar-
getkan pemerintah 6-8 persen yang dipa-
parkan Menteri Keuangan dikhawatirkan
akan menjadi impian untuk menuju Indonesia
Emas. Efisiensi anggaran dikhawatirkan
menghambat target tersebut. Belum lagi, per-
tumbuhan ekonomi itu membutuhkan inves-
tasi fantastis paling tidak Rp 2.000 triliun per
tahunnya. Bisa dibayangkan bagaimana kon-
disi negara ini ke depan bila pemerintah tidak
prudent dalam mengelolanya. Indonesia se-
dang tidak baik-baik saja, Indonesia gelap
menurut mahasiswa yang berdemo mem-
perjuangkan nasib bangsa ini. Kalaupun in-
vestasi bisa mendekati target, ICOR kita pun
yang masih 6,5 masih keteteran bila harus
bersaing dengan Malaysia dan India yang
berada di angka 4.

Semua mencoba memahami langkah pe-
merintah ini, karena pembiayaan makan
bergizi gratis (MBG) membutuhkan dana
yang tidak sedikit, dan itu janji kampanye
presiden terpilih. 84 persen atau 256 trilyun
dari kementerian/Lembaga dan sisanya dari
penghematan transfer daerah. Kebijakan
MBG baik bila dilakukan secara tepat dan
dampaknya mungkin dirasakan lebih 5 tahun
ke depan. Lebih baik lagi bila dilakukan se-
cara lebih selektif dan kualitasnya terstan-
dardisasi. Selektif artinya tepat sasaran untuk
anak dengan kebutuhan gizi dan berada di
daerah 3Ttertinggal, terdepan, dan terluar.

Semua pun sepakat bila melalui perpres
itu, acara seremonial, perjalanan dinas yang
tidak penting menjadi objek pemangkasan.
Namun riset dan kajian tidak dapat dipan-
dang sebelah mata dan di stigma negatif.
Kebijakan yang dilakukan dengan insting dan
coba-coba justru menghasilkan biaya sosial
dan biaya ekonomi yang tinggi. Intinya,
efisiensi jangan menghasilkan kontraksi yang
justru menjadi masalah baru yang lebih berat
dan berdampak pada masyarakat menen-

gah bawah yang kondisi saat ini mengalami
kesulitan.

Memangkas anggaran untuk program
yang memang perlu dan strategis bukanlah
sesuatu prestasi. Ada multiplier efek yang per-
lu diperhitungkan, apalagi itu sektor produktif
yang menyerap tenaga kerja. Sekarang seo-
lah mencari selamat dan jalan keluar sendiri-
sendiri akibat pemangkasan dan efisiensi
anggaran ini melalui tukin dan sebagainya.

Dalam kondisi ekonomi yang lesu dan ma-
syarakat kesulitan meningkatkan kesejahter-
aan ini, jangan dipersulit dengan kontraksi
ekonomi. Apalagi memantik keresahan de-
ngan kebijakan yang tidak berpihak pada
aras utama masyarakat, timbulnya kolusi dan
arogansi dalam birokrasi dan turunannya.
Menjelang Ramadan ini, mari berpikir jernih
untuk semua, terutama pemerintah yang
menjalankan amanah masyarakat untuk da-
pat menyejahterakan, bukan sebaliknya.

(Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN, Peneliti Senior Sinergi
Consulting Grup, pengurus ISEI dan
Kafegama DIY)-d
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jumlah suatu produk, sehingga pemerintah
punya dalih untuk melakukan impor," jelas-
nya.

Lebih lanjut, Yuris menyebut, proses im-
por tersebut kemudian dimanfaatkan seba-
gai ladang korupsi, dengan cara pengon-
disian pemenang bagi perusahaan ekseku-
tor impor serta praktik mark up harga impor.

Dalam kasus PT Pertamina Patra Niaga,
praktik ini tidak hanya merugikan konsumen
yang mengonsumsi BBM, tetapi juga
berdampak signifikan terhadap kerugian ne-
gara. Oleh karena itu, ia berharap kejaksaan
serius dalam membongkar seluruh pihak
yang terlibat.

Untuk memperkuat pengawasan, Yuris
menekankan pentingnya keterlibatan ma-
syarakat, media dan organisasi masyarakat
sipil agar celah yang dimanfaatkan mafia mi-
gas dapat diminimalisir. "Masyarakat dapat
mengawasi distribusi BBM dan melaporkan
jika ada penyimpangan melalui Aplikasi
MyPertamina dan Lapor.go.id," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong transparan-
si dan akuntabilitas dalam setiap tahap dis-
tribusi dan alokasi energi melalui media dan
media sosial. Kedua, masyarakat bisa men-
dorong transparansi dan akuntabilitas
dalam setiap tahap distribusi dan alokasi
energi melalui media dan media sosial. Hal
ini,  karena keduanya bisa menjadi alat yang
kuat untuk menyuarakan masalah ini
melalui petisi atau kampanye digital.

Di sisi lain, Yuris berharap pemerintah
mempertimbangkan pemberian kompen-
sasi bagi masyarakat yang terdampak lang-
sung akibat kasus korupsi ini.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (FITRA) menyam-
paikan delapan rekomendasi dalam meng-
atasi kasus korupsi tata kelola minyak men-
tah dan produk kilang di Pertamina yang
melibatkan direksi anak usaha dan pihak
swasta yang diungkap Kejaksaan Agung RI.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan dalam
pernyataannya menyampaikan sejumlah

rekomendasi, diantaranya memberhentikan
secara tidak hormat sembilan tersangka
dalam korupsi 'bensin oplosan' dan membe-
rikan hukuman yang seberat-beratnya kare-
na pengoplosan BBM jenis Pertamax de-
ngan Pertalite dilakukan juga pada masa
Pandemi Covid-19.

"Mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan
penelusuran terhadap aliran dana hasil
dugaan korupsi itu dan menyampaikan in-
formasi tersebut kepada publik," katanya.

Mereka juga mendesak Kejagung dan
Aparat Penegak Hukum (APH) mengem-
bangkan penyidikan aliran dana dugaan ko-
rupsi, sehingga ditemukan tersangka lain
yang ikut terlibat dan menikmati uang hasil
korupsi kasus ini. Misbah juga meminta pi-
hak Pertamina melakukan rekrutmen terha-
dap pejabat Pertamina atau anak perusa-
haan secara ketat (merit system) untuk
menghindari konflik kepentingan dan nepo-
tisme. (Ant/Obi)-d

di Jakarta sangat ekstrem dengan ketebal-
an 377 mm perhari.

Meski demikian BMKG sedang berkoor-
dinasi dengan lembaga terkait guna mem-
bahas kebutuhan operasi modifikasi cuaca,
sebagai upaya mengendalikan potensi hu-
jan dan mendukung percepatan pemulihan
dampak bencana.

"Periode 4-11 Maret 2025, hujan dengan
intensitas tinggi masih berpotensi terjadi. Di
Pulau Jawa bagian Barat," katanya seraya
meminta masyarakat untuk selalu meman-
tau informasi kondisi cuaca secara berkala
untuk mengantisipasi dampak dari dinamika
atmosfer yang terus berkembang.

Merujuk data sementara yang dilaporkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) pada Selasa, korban terdampak
banjir di Jakarta sebanyak 485 keluarga
atau 1.446 orang dan sebanyak 224 unit ru-
mah di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan
terendam banjir dengan ketinggian muka air
50 centimeter hingga 1,5 meter.

Jumlah korban banjir di Bogor, Jawa
Barat tercatat 381 keluarga atau 1.399
orang. Dimana 346 orang korban di an-
taranya mengungsi, dan satu orang warga
hilang terseret banjir.

Kemudian di Kota Depok, Jawa Barat
banjir melanda 19 lokasi antara lain ban-
taran Kali Cabang Timur, luapan Kali
Cabang Barat Mampang, luapan Situ
Pengarengan, belakang Depok Town
Square (Detos), Perumahan Mutiara
Depok, Perumahan PGRI Pasir Putih,
Perumahan Taman Duta, Bukit Cengkeh,
Rini Jaya Pondok Jaya, Jalan Raya
Juanda. Banjir di Kota Bekasi mengenan-
gi tujuh kecamatan mulai dari Kecamatan
Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi
Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok
Gede, dan Rawalumbu. Banjir juga
merendam enam kecamatan di
Kabupaten Bekasi, mulai dari Cibarusah,
Serang Baru, Setu, Cikarang Utara,
Cibitung, dan Tambun Utara.

Kemudian banjir di Kabupaten Tangerang
melanda enam wilayah kecamatan antara
lain di Pagedangan, Teluk Naga, Legok,
Tigaraksa, Panongan, dan Jambe, dengan
ketinggian muka air mulai 50 cm sampai 1
meter. Jumlah korban terdampak semen-
tara diperkirakan 3.000 orang warga.

Banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung
Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga
Selasa sore mencapai setinggi 3,5 meter,
sehingga akses untuk evakuasi warga ter-
dampak semakin sulit, kecuali berenang.
"Jalur evakuasi sulit, akses jalan sudah ke-
tutup, salah satu akses jalan yaitu berenang.
Paling tinggi itu 3,5 meter yang dekat ban-
taran kali," kata Ketua RT 11 RW 05, Kebon
Pala, Kampung Melayu, Jatinegara Eka
Kurniawan.

Eka menyebut, banjir tahun ini meru-
pakan salah satu banjir terbesar setelah
banjir pada 2007. "Paling parah 2007, waktu
itu 4 meter sekarang 3,5 meter," ujar Eka.

(Ant/San/Ati)-d

KPK PERIKSA 11 DEBITUR
Korupsi LPEI Berpotensi Rugikan Rp 11,7 T

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada
11 debitur yang diperiksa dalam kasus dugaan
korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana
yang bersumber dari APBN di Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Korupsi
tersebut berpotensi merugikan keuangan negara
sekitar Rp 11,7 triliun.

"Sejak Maret 2024, KPK melakukan penyeli-
dikan terhadap kurang lebih 11 debitur. Sebelas
debitur yang diberikan kredit oleh LPEI. Ada pun
total kredit yang diberikan dan juga menjadi
potensi kerugian keuangan negara akibat pem-
berian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp 11,7
triliun," kata Kasatgas Penyidik KPK Budi Sokmo
saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/3).

Penyidik KPK saat ini baru menetapkan lima
orang sebagai tersangka, dengan dua orang ter-
sangka dari pihak LPEI Direktur Pelaksana 1
LPEI Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif
Setiawan. Tiga tersangka dari pihak debitur PT
Petro Energy (PE), yakni Presiden Direktur PT

Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT
Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT
Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur
Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi
Sugiarta.

"Sepuluh debitur lainnya masih dalam proses
penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, untuk
kemudian nantinya akan kita sampaikan juga
kepada rekan-rekan jurnalis, saat akan ditetap-
kan sebagai tersangka," ujarnya.

Budi belum bisa mengungkapkan soal 10 deb-
itur yang saat ini tengah diperiksa oleh penyidik
KPK dalam perkara tersebut, namun dia meng-
ungkapkan 10 perusahaan tersebut bergerak
dalam tiga sektor. 

"Untuk sementara kami tidak bisa menye-
butkan karena masih dalam proses pendalaman,
namun terkait sektornya kurang lebih adalah di
sektor macam-macam ya. Ada di sektor perke-
bunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian
di industri terkait dengan energi. Jadi di tiga sektor
itu," katanya. (Ant/Has)-d
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Mengenai jumlah pertanyaan yang diajukan
kepada kedua tersangka, Ade Ary menjelas-
kan masing-masing berbeda.

"Terhadap saudari NM dalam pemeriksaan
sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan,
kemudian terhadap saudara IM diajukan 99
pertanyaan," jelasnya, seraya menyebutkan,
penahanan keduanya telah sesuai aturan dan
tata cara dalam proses penyidikan.

Polda Metro Jaya memeriksa artis Nikita
Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai
tersangka kasus dugaan pengancaman dan
pemerasan terhadap seorang dokter berinisial
RG. Keduanya, dipersangkakan dengan pasal
27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang ITE, pasal 368 KUHP tentang
pemerasan serta pasal 3, 4 dan 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah me-

meriksa sebanyak 13 orang saksi terkait kasus
dugaan pengancaman dan pemerasan yang
dilakukan artis NM terhadap seorang dokter
berinisial RG. 

"Perkembangan penyidikan terhadap
dugaan pengancaman dan pemerasan meng-
gunakan transaksi elektronik serta tindak pi-
dana pencucian uang (TPPU) yang diduga di-
lakukan IM dan NM telah memeriksa se-
banyak 13 orang saksi," kata Ade Ary.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga
telah meminta keterangan dari lima saksi ahli.
Kemudian telah mengamankan sejumlah
barang bukti dalam kasus ini. "Bukti dokumen
surat sebanyak sembilan, bukti transfer uang
dari korban, bukti tangkapan layar percakapan,
bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterang-
an transfer/pengiriman uang, fotokopi
Pengikatan Jual Beli (PPJB), tanda bukti
pemesanan," katanya.                       (Ant/Has)-d

KR-Effy Widjono Putro
NIKMATI UDARA SEGAR: Dua anak bermain sementara seorang dewasa duduk di bangku panjang tepi Embung Langensari,
Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Selasa (4/3/2025). Ruang terbuka seperti tempat ini menjadi alternatif untuk
bersantai menikmati udara segar di tengah kota khususnya saat cuaca panas.


